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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Alfitri dari Fakultas Syariah, STAIN Samarinda, di jurnal ldeologi
Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, Konsep welfare state atau kesejahteraan
negara adalah impian untuk dicapai Indonesia, dimana jaminan sosial dapat dicapai.’
Konsep ini dimaksud dalam dasar hukum dan ideologi Indonesia yaitu di Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dari sejumlah definisi yang ada, inti dari
dari istilah welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan
warganya. Dalam Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep
pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci.dalam menjaga dan memajukan
kesejahteraan ekonomi-dan sosial warganegaranya.> Namun dalam the Concise Oxford
Dictionary of Politics mendefinisikannya sebagai sebuah sistem dimana pemerintah
menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi
bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan

gratis dan semacamnya.® Welfare state disosialisasikan sebagai kebutuhan dasar
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negara, dan oleh karena itu dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap
kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan,
perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah
yang menganut welfare state.* Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan
juga dianggap sebagai-aspek dari welfare state. Alasan dimasukkannya perpajakan ke
dalam kategori sifat welfare state adalah jika penarikan pajak bersifat progresif dan
dananya digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar dan bukan
hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara.> Disamping itu, dana pajak
tersebut juga digunakan untuk membiayai pembayaran asuransi sosial dan manfaat-
manfaat lainnya yang belum dicakup oleh pembayaran premi asuransi sosial. Di
negara-negara sosialis, welfare state juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi
harga barang dan jasa pada level konsumen (consumer-prices). Konsep welfare state
oleh karena itu biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (equality of
opportunity), pemerataan-pendapatan (equitable distribution of wealth), dan tanggung
jawab publik (public responsibility) terhadap mereka yang tidak mampu untuk

menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.®
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Menurut Alfitri, Indonesia didirikan dengan kesepakatan oleh para pendiri
bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai keadilan dan
kemakmuran bangsa Indonesia. Unsur-unsure welfare state ini dimasukan ke dasar
negara Indonesia: Pancasila dan UUD 1945, pada saat persiapan rapat pembahasan
persiapan dan paska kemerdekaan Indonesia raya. Pembukaan UUD 1945 yang
memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa
negara Indonesia dibentuk ... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... dengan berdasar kepada
[disini kemudian teks Pancasila muncul] ... keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.”’

Menurut ahli Pancasila, sila kelima Pancasila (“Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”) tidak dimaksudkan untuk membuat Indonesia menjadi negara
sosialis ataupun liberal- dimana-eksploitasi-individu-oleh individu lain atau oleh negara
boleh terjadi.? Ini sejalan dengan maksud para pendiri Indonesia ketika mengusulkan
keadilan sosial menjadi salah satu dari lima sila Pancasila yakni negara yang akan

berfungsi diantara ideologi sosialisme dan liberalisme/kapitalisme dalam mencapai

tujuannya.® Konsekuensi dari ideologi “jalan tengah” ini adalah sektor-sektor produksi
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yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikendalikan
olehnegara. Namun, hak-hak kepemilikan secara teknis dilindungi oleh hukum dan
pengambilan hak tersebut oleh negara harus dilakukan sesuai dengan proses hukum
dengan pemberian kompensasi kepada pemilik.°

Pertumbuhan ekonomi negara didapatkan dari-masukan kekayaan masyarakat
yang menghasilkan pendapatan dalam pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
hukum memiliki peran yang penting dalam ekonomi negara. Para penulis ahli
menunjukan hubungan korelasi yang erat.

Menurut Mark .Weber, ia percaya bahwa hukum memainkan peran sentral
dalam memfasilitasi perubahan sosial dan ekonomi. Dia percaya bahwa modernisasi
sangat penting untuk pembangunan. Hukum diharapkan dapat mengikuti
perkembangan teknologi karena mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Hukum
harus dikembangkan oleh sistem-hukum-yang rasional.yang terutama dipandu oleh
prosedur yang dipikirkan dengan-matang. 1a juga percaya bahwa hukum harus selaras
dengan budaya masyarakat.*:

Douglas North berpendapat bahwa teori modernisasi ekonomi mengabaikan
bagaimana institusi dituntut untuk menciptakan regulasi pasar yang efisien yang
memungkinkan pelaku ekonomi didorong untuk menjadi bagian dari siklus ekonomi.

la juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan pentingnya peran lembaga yang
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bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Penegakan hukum
merupakan unsur penting yang menjamin kepastian hukum.*?

Menurut Yong-Shik Lee, pembangunan ekonomi dan sosial dapat dicapai
dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi. la percaya dengan memprioritaskan
agenda ekonomi akan memungkinkan negara berkembang untuk mengatasi
keterbatasan sumber daya untuk kemudian mengejar tujuan. pembangunan non-
ekonomi secara efektif. Memprioritaskan pembangunan ekonomi tidak berarti bahwa
agenda sosial harus selalu dikesampingkan karena agenda sosial dapat dimasukkan jika
relevan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Contoh yang baik dapat dilihat dari
Korea dan Taiwan, di mana mereka mencapai pembangunan ekonomi pada tahun
1980-an, setelah memprioritaskan pembangunan ekonomi pada tahun 1960-an-1970-
an, mereka memulai reformasi demokrasi karena mereka secara ekonomi mampu
melaksanakan pembangunan sosial.*®

Istilah "hukum dan-pembangunan’ dianut setelah Perang Dunia Kedua ketika
sekelompok sarjana, praktisi,-yayasan-swasta, dan lembaga bantuan di negara maju
melakukan upaya untuk mengadopsi hukum dan praktik hukum dari negara maju,
khususnya Amerika Serikat, dalam rangka untuk membantu kemajuan ekonomi dan
sosial negara-negara berkembang. Walt Rostow percaya bahwa modernisasi Dunia

Ketiga harus dimulai dengan difusi modal, institusi, dan nilai-nilai dari Dunia Pertama.

2 Faundez, J. Douglass North’s Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. Hague J Rule
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Diyakini bahwa hukum dapat dilihat sebagai “kekuatan yang dapat dibentuk dan
dimanipulasi untuk mengubah perilaku manusia dan mencapai pembangunan”. Hukum
dan pembangunan dihidupkan kembali pada 1980-an dan 90-an setelah jatuhnya Blok
Soviet.*

Hukum dikenal sebagai "badan aturan tindakan atau perilaku yang ditentukan
oleh otoritas yang mengendalikan, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat".
Timbul pertanyaan tentang apakah norma-norma .informal secara praktis dapat
mengikat anggota suatu masyarakat. Norma informal semacam itu dianggap sebagai
“panduan administratif”, yang diadopsi oleh pemerintah Korea dan Jepang untuk bisnis
dan industri selama periode pembangunan ekonomi. Bimbingan administratif diikuti
secara konsisten meskipun tidak sécara formal ditetapkan sebagai “undang-undang”.'®

Selain nilai ekonomi, “pembangunan” diyakini.dapat meningkatkan kehidupan
manusia seperti dalam partisipasi politik; hak atas properti, kesetaraan gender, akses
terhadap lingkungan yang- bersih dan aman-dan-supremasi hukum, sebagai elemen
kunci pembangunan. Menurut Amartya Sen, perath/Nobel 1998, “pembangunan’ harus
mencakup kebebasan politik, pilihan ekonomi, dan perlindungan dari kemiskinan yang

parah. Namun, Bhupinder Chimni mengkritik bahwa Amartya Sen gagal mengatasi

kendala sosial dari tujuan holistik tersebut. Untuk mempromosikan nilai-nilai non-

14 Davis & Trebilcock, supra note 3, at 916; dan Alvaro Santos, The World Bank’s
Uses of the “Rule of Law” Promise in Economic Development, in THE NEW LAW AND
ECONOMIC DEVELOPMENT, supra note 1, at 254. Alan Watson also discussed the problem
associated with the legal transplant. See Alan Watson, Legal Change: Sources of Law and
Legal Change, U. PA. L. REV. 1121, 1146-47 (1983)
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ekonomi, masyarakat membutuhkan profesional hukum vyang terlatih, sistem
pengadilan yang efisien, mekanisme penegakan yang andal, yang semuanya
membutuhkan sumber daya ekonomi dan teknis yang cukup besar. Pembangunan
ekonomi sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mempromosikan nilai-
nilai non-ekonomi.®

Kontrak atau perjanjian menstandardisasi hubungan ekonomi; dimana hak dan
kewajiban para pihak yang terikat menjadi jelas dan terikat secara hukum. Perjanjian
ini menjadi perlindungan hukum manakali terjadi wanprestasi dari Debitur, karena
Kreditur terlindungi ‘“secara hukum dengan penuntutan pemenuhan prestasi
berdasarakan perjanjian tersebut. Tuntutan hak yang dimaksud sebelumnya merupakan
perlindungan hukum bagi Kreditur.yang dapat dinilai secara moneter (dengan sejumlah
uang); tuntutan hak ini disebut sebagai utang. Dengan demikian utang adalah suatu
kewajiban Debitur yang harus dibayar, danpada sisi lainnya, adalah hak Kreditur untuk
menerima pembayaran.

Dalam penyelesaian utang, terdapat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan
disebut UU KPKPU) yang merupakan instrumen hukum dalam menerapkan kebijakan

pemerintah dalam persoalan tersebut. Fungsi dari Undang-Undang ini adalah untuk:*’
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1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila ada beberapa Kreditur
lainnya yang menagih piutangnya.

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang
menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa
memperhatikan kepentingan Debitur atau pihak Kreditur lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan lain yang dapat dilakukan
oleh pihak Kreditur atau Debitur.®

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KPKPU:
Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan Debitor Pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang—
Undang ini. *°

Dengan demikian, penjelasan-dari “perlindungan kreditur” yang disebut sebelumnya
dalam jalur hukum kepailitan, dapat disimpulkan sebagai pengamanan harta Debitur
untuk memenuhi utangnya terhadap Kreditur dengan-pengawasan yang ditetapkan

Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan
diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Kreditur dalam kepailitan Debitur?

18 Catur, 1. Op. Cit.
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2. Bagaimana sebaiknya pengaturan perlindungan hukum bagi Kreditur dari
Kreditur lainya dalam pembagian harta pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, topik permasalahan
dalam penelitian ini adalah perlindungan Kreditur dalam kepailitan Debitur dan
perlindungan hukum Kreditur terhadap Kreditur lain dalam pembagian harta pailit.
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang mengatur ketentuan dalam mekanisme perlindungan hukum
Kreditur dalam kepailitan Debitur, namun bagi Penulis ada beberapa cela yang dapat
disempurnakan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis. mekanisme pengaturan perlindungan hukum
Kreditur dalam kepailitan Debitur

2. Untuk mengkaji solusiatas -permasalah hukum:dalam implementasi terkait
pengaturan perlindungan—hukum bagiKreditur -dari Kreditur lainya dalam

pembagian harta pailit
1.4  Manfaat Penelitian

Keuntungan-keuntungan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
. Manfaat Teoritis

Dalam aspek akademik, manfaat makalah penelitian ini adalah untuk:



Untuk memenuhi dan menyelesaikan salah satu persyaratan akademik untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum di Universitas Pelita
Harapan
Pemahaman lebih lanjut di bidang perjanjian hutang-piutang, terutama di
bidang kepailitan
Memberikan pemahaman_dan kajian Kritis. terhadap perlindungan kreditur
terhadap kreditur lain dalam kepailitan di Indonesia
Tambahkan wawasan tentang kurangnya penegakan keadilan dalam pembagian
harta pailit di Indonesia, sehingga meningkatkan kesadaran akan perlindungan
hukum kreditur baik untuk penulis maupun pembaca.

Manfaat Praktis

Manfaat dalam aspek praktis dari makalah penelitian ini adalah- menambahkan

wawasan bagi pembaca dan juga pertimbangan tambahan untuk penelitian selanjutnya

untuk studi yang relevan. Penulis juga’/ingin memberikan wawasan tambahan bagi

praktisi hukum di bidang-ekonomi-dan baik bagi pelaku usaha lokal maupun asing

sebagai acuan terutama di-bidang Perjanjian-hutang-piutang untuk kemajuan ekonomi

Indonesia.

1.5

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian yang akan

dibahas dalam tesis ini, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab yang terdiri

dari:
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BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: PENDAHULUAN
Bab ini akan memperkenalkan latar belakang masalah mendasar untuk
tesis ini yaitu mengenai perlindungan hukum kreditur dalam
pembagian harta pailit di Indonesia, tujuan dari tesis ini, manfaat
skripsi ini dan tulisan-tulisan yang sistematis.

: TINJAUAN PUSTAKA
Bab'ini akan membahas teori-teori utama yang relevan dengan unsur
perjanjian yang akhirnya berfokus kepada kepailitan. Ini akan
menjelaskan beberapa konsep . hutang-piutang yang berbeda,
khususnya dalam kepailitan, berdasarkan undang-undang yang
berlaku. Dalam bab ini, teori akan dijelaskan melalui komentar para
ahli mengenai pemahaman perjanjian, kepailitan dan penggunaannya
yang mempengaruhi perekonomian Indonesa.

: METODE PENELITIAN
Bab ketiga dari-skripsiini akan menunjukkan metode pendekatan
tesis;-jenis-pendekatan-dan-prosedur dalam memperoleh penelitian,
dan teknik penelitian ini. Hal ini akan ditunjukkan melalui penelitian
normatif dan kualitatif dengan menemukan undang-undang dan
komentar dari para ahli hukum mengenai konsep perjanjian dan
kepailitan

- ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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BAB V

Analisis akan didasarkan pada temuan dari fakta dan informasi yang
dikumpulkan dari penelitian. Akan ada diskusi untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis, apakah dia telah

memenuhi harapannya atau tidak.

: SARAN DAN KONKLUSI

Bab terakhir dari tesis ini akan terdiri dari hasil temuan selama proses
berlangsung, dan akan membahas lebih jauh apakah penulis telah

menjawab pertanyaannya atau tidak.
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